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ABSTRAK

Hadirnya Leasing sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara. Kontrak dalam  perjanjian Leaasing merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fakta di lapangan yang terjadi sekarang banyak konsumen mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit leasing atau kredit macet terutama di masa Pandemi Covid-19. Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet pihak Leasing,melakukan berbagai upaya salah satunya restrukturisasi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan restrukturisasi kredit terhadap konsumen  Lembaga Pembiayaan Leasing Pada Masa Pandemi Covid -19. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti  hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin  mencakup  bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Terhadap kredit-kredit bermasalah yang timbul tersebut Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan berupa Keringanan Kredit untuk pekerja informal dan UMKM. Pemberian keringanan ini telah ia konfirmasi ke OJK dan mulai berlaku bulan April 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan ketentuan lanjutan Restrukturisasi kredit dalam rangka meredam dampak negatif penyebaran virus corona. OJK merilis ketentuan lanjutan Restrukturisasi kredit bagi perusahaan leasing seperti tertuang dalam Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease (Covid-19) bagi Perusahaan Pembiayaan. ketentuan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan stimulus di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Kata Kunci : Restrukturisasi Kredit,Konsumen,  Pandemi

ABSTRACT
                  The presence of Leasing really helps people's lives and even economic growth in a country. Contracts in the Leasing agreement are an inherent part of business transactions both on a large and small scale, both domestically and internationally. Facts on the ground that are happening now, many consumers have difficulty making payments for leasing credit or bad loans, especially during the Covid-19 pandemic. To resolve and save loans categorized as bad, the Leasing party has made various efforts, one of which is restructuring. The problem in this paper is how to apply credit restructuring to consumers of Leasing Financing Institutions during the Covid-19 Pandemic. The research in this paper is a normative juridical research, which only examines library materials or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. Regarding the non-performing loans, President Joko Widodo issued a policy in the form of credit relief for informal workers and MSMEs. He confirmed the granting of this relief to the OJK and took effect in April 2020. The Financial Services Authority (OJK) issued further provisions for credit restructuring in order to reduce the negative impact of the spread of the corona virus. OJK released further provisions for credit restructuring for leasing companies as stated in Circular Letter Number S-9/D.05/2020 concerning Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona virus Disease (Covid-19) for Financing Companies. This provision is a continuation of the stimulus policy in the Non-Bank Financial Industry (IKNB) to maintain financial sector stability and encourage economic growth.

     Keywords: Credit Restructuring, Consumers, Pandemic

A. Latar Belakang
Pada era perkembangan ekonomi nasional terdapat banyak aktivitas di bidang perekonomian yangbertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Agar tercapainya pembangunan ekonomi nasional yang diharapkan, baikperseorangan dan perusahaan melakukan sebuah kegiatan bisnis di bidang keuangan maupunnonkeuangan dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian. Dalam mengembangkan perekonomiankegiatan usaha dapat dilakukan di bidang keuangan dan non keuangan salah satunya adalah Perusahaan Pembiayaan. 

Dalam setiap lembaga pembiayaan , tak lepas dari berbagai macam perjanjian.Perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengansubjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yangsatu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. 
Dalam pembuatansuatu perjanjian, para pihak didalamnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjiansebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Suatu hubunganhukum akan berjalan lancar apabila masing-masing pihak memenuhikewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan disepakati. Untukmembuktikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik debitur maupunkreditur, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yangdiperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatuperjanjian tertulis).
 Salah satu bentuk perjanjian dalam lembaga pembiayaan atau leasing adalah perjanjian kredit.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pengembangan usaha atau pembelian rumah, kemudian ada kesepakatan yang terjadi antara bank (kreditur) dengan nasabah kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sangsi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Muchdarsjah Sinungan menyebutkan bahwa kredit adalahsuatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi ituakan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengansuatu kontra prestasi berupa bunga.

Dalam menyalurkan kredit, bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya dalam hal ini Leasing harus memperhatikan dan menganalisis secara mendalam setiap permohonan kredit nasabahnya sehingga bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat mengembalikan pinjamannya sebagaimana yang telah diperjanjikan Leasing.

Terdapat beberapa pengertian mengenai leasing,antara lain:
1. Suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu
2.  Suatu perjanjian dimana lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangkawaktu tertentu 
3. Suatu kontrak antara lessor dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang tertentu langsung dari pabrik atau agen penjual oleh lessee. Hak kepemilikan barang tetap berada pada lessor.Lessee memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan 
4. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi(finance lease) maupun sewa   opsi(operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Dalam perkembangannya pembiayaan leasing bukan hanya menyangkut barang-barang industri berat saja tetapi juga masuk kepada kendaraan bermotor dan perumahan.Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance)dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).
Hadirnya Leasing sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara. Kontrak dalam  perjanjian Leaasing merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. 
Fakta di lapangan yang terjadi sekarang banyak konsumen mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit leasing apalagi disaat terjadinya pandemic covid-19 tersebut.Dengan munculnya Covid-19 pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat di himbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah upaya untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan social distancing dan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Untuk saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai mengikuti dan mematuhi perintah yang diberikan pemerintah meskipun masih banyak orang-orang yang belum bisa mematuhinya. 
Akan tetapi dari kebijakan tersebut dan akibat dari pandemi virus ini muncul permasalahan yang dirasakan dari berbagai kalangan baik kalangan atas, menengah dan bawahdalam segi pertumbuhan ekonomi.. Namun, tentu saja kalangan bawah merasakan dampak yang begitu besar, pasalnya mereka menjadi kesulitan dalam mencari nafkah sehinga berdampak terjadinya penunggakan dalam pembayaran kredit leasing.

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet pihak Leasing,melakukan berbagai upaya salah satunya restrukturisasi.Upaya restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bankdalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untukmemenuhi kewajibannya, yang dilakukan, melalui:
a. Penurunan suku bunga Kredit;
b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Pemberian jangka waktu pun bisa bervariasi, akan sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan bank maupun leasing. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai maksimal 1 tahun.

Dengan munculnya Covid-19 pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat di himbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah upaya untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan social distancing dan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Untuk saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai mengikuti dan mematuhi perintah yang diberikan pemerintah meskipun masih banyak orang-orang yang belum bisa mematuhinya. 
Akan tetapi dari kebijakan tersebut dan akibat dari pandemi virus ini muncul permasalahan yang dirasakan dari berbagai kalangan baik kalangan atas, menengah dan bawahdalam segi pertumbuhan ekonomi.. Namun, tentu saja kalangan bawah merasakan dampak yang begitu besar, pasalnya mereka menjadi kesulitan dalam mencari nafkah sehinga berdampak terjadinya penunggakan dalam pembayaran kredit leasing.

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet pihak Leasing,melakukan berbagai upaya salah satunya restrukturisasi.Upaya restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bankdalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untukmemenuhi kewajibannya, yang dilakukan, melalui:
a. Penurunan suku bunga Kredit;
b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara 

Pemberian jangka waktu pun bisa bervariasi, akan sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan bank maupun leasing. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai maksimal 1 tahun.

B. Metodelogi Penelitian
1. Tipe Penelitian 

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti  hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin  mencakup  bahan hukum primer, sekunder dan tertier.
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. 

2.Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menelaah, mengumpulkan dan menganalisis 3 macam Bahan Hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

         Yaitu bahan hukum yang mengikat(Bambang Sunggono,  2010) yang terdiri dari:

1) UUD 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
5) Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bagi Bank Umum

6) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
7) Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit

8) Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional
b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Hasil Penelitian Hukum, Literatur dan lain-lain.

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

C. Pembahasan
Penyebaran wabah virus corona yang begitu cepat saat ini di Indonesia tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi masyarakat Indonesia, apalagi ditambah dengan Himbauan Physical Distancing. Bekerja,belajar, dan beribadah di rumah, hingga pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan tentunya membuat roda ekonomi nyaris terhenti. Dikarenakan hal inilah pihak Leasing tidak diperkenankan menyita atau mengambil alih secara paksa di saat “Pandemi COVID-19” terjadi.
Respons pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan, seperti penutupan sekolah, work from home khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai event-event pemerintah dan swasta, membuat roda perputaran ekonomi melambat. Penanganan Covid-19 mengharuskan pemerintah bekerja all-out untuk menyediakan berbagai paket kebijakan baik untuk mengobati pasien Covid-19 (kuratif) dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut (preventif) serta menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia.Kestabilan ekonomi sangat terganggu di masa pandemi Covid-19 salah satunya menimbulkan kredit bermasalah khususnya di lembaga pembiayaan Leasing.
Terhadap kredit-kredit bermasalah yang timbul tersebut Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan berupa Keringanan Kredit untuk pekerja informal dan UMKM. Pemberian keringanan ini telah ia konfirmasi ke OJK dan mulai berlaku bulan April 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan ketentuan lanjutan Restrukturisasi kredit dalam rangka meredam dampak negatif penyebaran virus corona. OJK merilis ketentuan lanjutan Restrukturisasi kredit bagi perusahaan leasing seperti tertuang dalam Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease (Covid-19) bagi Perusahaan Pembiayaan. ketentuan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan stimulus di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Adapun dasar kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit, yaitu yang pada mulanya restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara yakni melalui:
a. Penurunan suku bunga Kredit;
b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapasyarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain: 
a. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyaikemauan kuat untuk membayar
b. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis Kredit dan telah disetujui oleh Loan Committee.
c. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh Legal Officer. 
d. Debitur telah menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit

Sedangkan  berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menyebutkan bahwa Bank  atau perusahaan lembaga pembaiyaan hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;

2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Hukum Kepailitan Kriteria restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu yaitu :

a. Perusahaan debitur masih memiliki proses usaha yang baik untuk mampumelunasi hutang (hutang-hutang) tersebut apabila perusahaan debiturdiberi penundaan pelunasan hutang (hutang-hutang) tersebut dalamjangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan hutang baru.
b. .Hutang (hutang-hutang) debitur dianggap layak untuk direstrukturisasiapabila para kreditur akan memperoleh pelunasan hutang-hutang merekayang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi dari pada apabilaperusahaan debitur dinyatakan pailit, atau
c. Apabila syarat-syarat hutang berdasarkan kesepakatan restrukturisasimenjadi lebih menguntungkan bagi para kreditur dari pada apabila tidakdilakukan restrukturisasi(Sutan Remy Sjahdeini,2013)
Setelah syarat-syarat telah terpenuhi,langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Sebelum mengadakan restrukturisasi kredit, harus dipastikan dulu kondisi keuangan debitur dengan mengadakan analisa ulang sesuai dengan azas perkreditan yang sehat. Hasil analisa kredit ini harus mendapat persetujuan Loan Committee. 
b. Jika telah memenuhi syarat untuk direstrukturisasi, Bagian Legal mengajukan memo intern yang juga ditandatangani oleh Manager Bisnis kepada Direksi. Memo ini wajib dilampiri dengan hasil analisa dan historykredit Debitur. 
c. Berdasarkan memo intern yang diajukan oleh Bagian Legal bersama Manager Bisnis, Direksi lalu mengeluarkan Memo Restrukturisasi Kredit.
d. Kemudian Staf Administrasi Kredit melakukan Restrukturisasi Kredit berdasarkan memo Direksi yang telah disetujui.
(Sutan Remy Sjahdeini,2013)
Selain tahapan di atas, ada beberapa tahapan yang mungkin berbeda antar leasing, artinya setiap leasing memiliki ketentuan dan standaroperasionalprosedur masing-masing dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit. Berikut merupakan tahapan lain mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit, sebagai berikut :
a. Prakarsa restrukturisasi kredit, diawali dengan melakukan panggilan kepada debitur yang bersangkutan dan mengajukan peringatan serta penagihan sebanyak tiga kali baik melalui lisan muapun dengan tulisan. Jika dari panggilan untuk peringatan dan penagihan terdapat suatu analisis bahwa kondisi keuangan debitur memnurun maka pihak bank dapat menawarkan dan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi kredit jika memang diperlukan.
b. Melakukan negosiasi, setelah diputuskan untuk melakukan restrukturisasi kredit maka pihak bank melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuasi dengan kebijakan internal bank sampai pihak debitur menyetujui. 
c. Analisis dan evaluasi, analisis terhadap usaha dan kemampuan debitur kembali dilakukan sesuai dengan ketentuan bank, setelah itu bank akan menevaluasi, terdapat beberapa tahap yang akan dipilih oleh bank, seperti perubahan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali, atau bahkan pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Putusan restrukturisasi kredit, putusan ini diatur oleh pihak manajemen bank dimana pihak manajemen bank akan melakukan diskusi untuk penyelamatan kredit bermasalah terhadap debitur, terkait solusi penyelamatan kredit bermasalah.
e. Dokumentasi restrukturisasi, yaitu memuat dokumen-dkuen dan berkas yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit.
f. Monitoring, kunjungan dan pemantauan atas usaha debitur secara intensif untuk keberhasilan restrukturisasi kredit.
Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan dengan beberapa tahap yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan peraturan internal Leasing yang berlaku
D. Kesimpulan

           Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menyebutkan bahwa Bank  atau perusahaan lembaga pembaiyaan hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;

b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Setelah kriteria di atas telah terpenuhi,langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Sebelum mengadakan restrukturisasi kredit, harus dipastikan dulu kondisi keuangan debitur dengan mengadakan analisa ulang sesuai dengan azas perkreditan yang sehat. Hasil analisa kredit ini harus mendapat persetujuan Loan Committee. 
b. Jika telah memenuhi syarat untuk direstrukturisasi, Bagian Legal mengajukan memo intern yang juga ditandatangani oleh Manager Bisnis kepada Direksi. Memo ini wajib dilampiri dengan hasil analisa dan historykredit Debitur. 
c. Berdasarkan memo intern yang diajukan oleh Bagian Legal bersama Manager Bisnis, Direksi lalu mengeluarkan Memo Restrukturisasi Kredit.
d. Kemudian Staf Administrasi Kredit melakukan Restrukturisasi Kredit berdasarkan memo Direksi yang telah disetujui
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